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Good 
Morning





TRAINER		GREETING	&	
INTRODUCTION	



Apa Ekspektasi
Bapak/Ibu dalam
mengikuti Sharing 
session ini?



Target Peserta

Keuntungan

Cakupan
Pembahasan & 
Diskusi Materi

Key
1. Alumni IKAGA 
2. Seluruh UMKM Indonesia

1. Definisi Usaha Mikro, Kecil , Menengah
2. Dasar Hukum Perijinan NIB
3. Mengenal Perijinan Berbasis OSS RBA
4. Perijinan SP-PIRT 
5. Si Halal Tata Cara Memperoleh Perijinan

UMKM1. Memahami Definisi dan fungsi Perijinan UMKM
2. Peraturan Terkait Perijinan OSS RBA
3. Mitigasi Resiko Usaha
4. Alert for Important Decision

Indicator



Defenisi Usaha	UMKM



Definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki oleh orang perorangan
atau badan usaha yang memiliki kriteria , UMKM dapat dikelompokkan berdasarkan kriteria jumlah
aset, omzet, atau jumlah karyawan baru mengenai UMKM di Indonesia melalui yang dimiliki
oleh usaha tersebut. 
Berikut adalah definisi dari masing-masing kategori:

u Usaha Mikro:
Jumlah aset bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); atau
Omzet usaha paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); atau
Memiliki jumlah karyawan paling banyak 5 orang.

u Usaha Kecil:
Jumlah aset bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan
Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); atau
Omzet usaha lebih dari Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 
2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah); atau
Memiliki jumlah karyawan lebih dari 5 orang sampai dengan 25 orang.

u Usaha Menengah:
Jumlah aset bersih lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan
Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah); atau
Omzet usaha lebih dari Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai
dengan Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah); atau
Memiliki jumlah karyawan lebih dari 25 orang sampai dengan 100 orang.
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DASAR	HUKUM	NIB

MENGENAL	PERIJINAN	OSS	RBA



Apa ituNIB?

Nomor Induk Berusaha (NIB)
A d a l a h : identitas pelaku
usaha dalam rangka
pelaksaanaan kegiatan berusaha
sesuai bidang usahanya.



Peluncuran OSS Berbasis Risiko oleh Presiden RI (9 Agustus 2021)
Cakupan 16 Sektor Perizinan Berusaha dan 18 Kementerian/Lembaga

Kewenangan penerbitan perizinan berusaha di semua sektor dilimpahkan kepada 
Kementerian Investasi/BKPM dan penerbitannya melalui Sistem OSS, termasuk kepastian 
dalam mendapatkan fasilitas penanaman modal.



Sistem OSS Berbasis Risiko

IntegrasiSistemOSS denganSistemK/L
Sistem OSS Berbasis Risiko telah terintegrasi dengan
sistem K/L di bawah ini dan terus mempercepat proses
integrasi dengan sistem-sistem K/L lainnya:

Kemendagri Kemenkeu Kemenkumham

ATR/BPN LHK PUPR

RekapitulasiKBLI dalamSistemOSS

1.790
KBLI berdasarkan Peraturan BPS 2/2020

1.349 88 353
KBLI

berdasarkan  
PP5/2021

KBLI
pemerintahdan  
aktivitaslainnya

KBLItanpaK/Lpembina 
telahdipetakanKemeninves/  

BKPM

Total 1.437 KBLI

Kemenaker



Perizinan
Berusaha

Risiko Rendah Cukup Nomor
Induk Berusaha (NIB)

Risiko Menengah  Rendah
NIB + Sertifikat Standar (SS)
(*SefDecae)rll

Risiko Menengah Tinggi
NIB + SS
(*SefDecae&Veiikas)ifrrll

Risiko Tinggi
NIB + Izin (+SS)

Proses perizinan
kegiatan
berusaha
diubah dari 
berbasis izin
ke berbasis
resiko



PerizinanBerusaha BerbasisRisiko



Di mana  
mengurus

NIB?
Untuk mendapatkan NIB,  

pelaku usaha harus 
mendaftar melalui

OSS“ONLINESINGLESUBMISSION”
Republik Indonesia
Pelayanan Perizinan Berusaha  
Terintegrasi Secara Elektronik

https://www.oss.go.id/

http://www.oss.go.id/


Perizinan Berusaha sesuai dengan PP No. 5Tahun 2021

Perizinan Berusaha

Perizinan Berusaha
Untuk Menunjang Kegiatan Usaha 

(UMKU)

Perizinan Berusaha  
Berbasis Risiko

• Persyaratan UMKU tercantum dalam lampiran IB dan IIB 
PP No.5/2021

• Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko usaha.
• UMKU diperlukan bagi kegiatan usaha dan/atau produk 

pada saat pelaksanaan tahap operasional dan/atau 
komersial
(Pasal 20 PP No.5 Tahun 2021)• KBLI tingkat risiko tercantum dalam lampiran IA dan 

IIA PP No.5 Tahun 2021.

• Telah diimplementasikan sejak diluncurkan 9 Agustus 
2021.

• Sedang dibangun Penyempurnaan di Sistem OSS



Siapayang  
bisa 

mendaftar 
NIB viaOSS?

Pelaku usaha:

1. Perorangan
2. Perseroan Terbatas
3. Perusahaan Umum
4. Perusahaan UmumDaerah
5. Badan Hukum Lainnya yangdimiliki oleh Negara
6. Badan Layanan Umum
7. Lembaga Penyiaran
8. Badan Usaha yangdidirikan oleh Yayasan
9. Koperasi
10. Persekutuan Komanditer atau CV (Commanditaire Vennootschap)
11. Persekutuan Firma (Venootschap Onder Firma)
12. Persekutuan Perdata.



BagaimanamengurusNIB?

u Syarat-syarat

u Sebelum membuat akun OSS, pelaku usaha dapat menyiapkan
dokumen berikut:

1. Memiliki NIK dan Nomor Whatsapp lantas 
menginputnya dalam proses pembuatan user-ID 
OSS (Untuk Pelaku Usaha Perseorangan)

2. Khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha, Nomor 
Induk Kependudukan (NIK) yang dibutuhkan adalah NIK
Penanggung Jawab Badan Usaha.

3. Pelaku usaha badan usaha berbentuk PT, badan usaha yang 
didirikan oleh yayasan, koperasi, CV, firma, dan
persekutuan perdata menyelesaikan proses pengesahan
badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU
Online, sebelum mengakses OSS.

4. Pelaku usaha badan usaha berbentuk perum, perumda,
badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan 
layanan umum atau lembaga penyiaran menyiapkan
dasar hukum pembentukan badan usaha.

5. Email dan No HP / WA Aktif



Kategori Pelaku Usaha



Skala Usaha



Tingkat  
Resiko 
Usaha



TahapanMembuatNIB

1. Pemohon mengunjungi 
website 
https://www.oss.go.id/

2. Klik tombol “Daftar” di 
kanan atas

3. Mengisi formulir yang
ada di layar
•Data yang harus diisi 
adalah
a. Jenis Identitas
b. Nomor Induk 

Kependudukan  
(NIK)

c. E-mail
d. Jenis Pelaku Usaha
e. Nama (sesuai KTP)
f. Tanggal lahir
g. Domisili
h. No telepon

4. Masukkan Password yg 
anda inginkan

5. Klik tombol “Daftar” di 
bawah

6. Cek E-mail
7. Akun di OSS sudah aktif

Tahap 1. Membuat akun OSS

1. Cek E-mail
2. Buka E-mail verifikasi username dari 

OSS
3. Masukkan password OSS anda
4. Pemohon mengunjungi 

website 
https://www.oss.go.id/

5. Klik tombol “Login”
6. Masukkan username/alamat E-mail / 

Nomor HP pemohon pada isian 
“Username”

7. Masukkan password pada 
isian“Password”

8. Masukkan Kode Captcha
9. Klik tombol “Login” / “Masuk”
10. Klik “PERMOHONAN BARU” pada menu
11. Mengisi dan melengkapi data

• Data yang harus diisi:
a. KBLI [Klasifikasi Baku Lapangan 

usaha Indonesia]
b. Nama Usaha/Brand/Merek
c. Luas Lahan Usaha (dalam m2)

Tahap 2: Masuk ke akun OSS dan mengisi data

a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
jika punya. (TIDAK WAJIB)

c. Alamat Usaha (boleh berbeda dengan 
alamat KTP/Domisili Tinggal

d. Jumlah Karyawan
e. Perkiraaan hasil usaha per tahun

12. Klik tombol “Simpan dan Lanjutkan”
13. Klik tombol “Tambah Bidang Usaha” 

jika anda memiliki lebih dari satu 
bidang usaha

14. Mengisi dan melengkapi data
mengenai data usaha tambahannya

15. Klik tombol “Simpan Data Usaha”

1. Klik data usaha yang telah dilengkapi
2. Klik tombol “Simpan dan Lanjutkan”
3. Klik data usaha
4. Klik tombol “Proses Perijinan Klik tombol 

“Lanjutkan”
5. Klik tombol “CETAK NIB” untuk menerbitkan 

NIB. Bisa diunduh dan disimpan

Tahap 3: Mengunduh NIB

http://www.oss.go.id/
http://www.oss.go.id/




Menu KBLI OSS Berbasis Risiko







NIB hasil
print out
OSSRBA



4 SP-PIRT



IZIN EDAR PANGAN

Termasuk yang sudah mengalami perlakuan 
minimal berupa: pencucian, pengupasan, 
pengeringan, penggilingan, pemotongan, 

penggaraman, pembekuan, pencampuran, 
pelilinan, dan/atau blansir serta tanpa 

penambahan Bahan Tambahan Pangan

PANGAN SEGAR
PANGANOLAHAN

SP-PIRT MD/ML
Pangan Segar Asal Ikan (PSAI) à
Sertifikat kelayakan pengolahan 

(SKP), sertifikat penerapan 
program manajemen mutu 

terpadu, sertifikat kesehatan 
produk pengolahan ikan

Pangan Segar Asal 
Hewan (PSAH) à
nomor registrasi 

(PHD/PHI)

Pangan Segar Asal 
Tumbuhan (PSAT) à
Nomor pendaftaran (  

PD/PL/PDUK)

Setiap pangan yang diedarkan di wilayah NKRI yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor 
untuk diperdagangkan dalam kemasan berlabel wajib memiliki

DASAR HUKUM
▪ UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
▪ PP No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan

Pangan yang belum 
mengalami pengolahan yang 
dapat dikonsumsi langsung 

dan/atau yang dapat menjadi 
bahan baku pengolahan 

Pangan

Makanan atau minuman hasil 
proses dengan cara atau metode 
tertentu dengan atau tanpa bahan 
tambahan

OKKPP/  
OKKPD

Dinkes
Kab/Kota

Dit RPO



SP-PIRT MD/ML

Pangan Segar Asal Ikan 
(PSAI) à Sertifikat 

kelayakan pengolahan 
(SKP), sertifikat penerapan 
program manajemen mutu  

terpadu, sertifikat 
kesehatan produk 
pengolahan ikan

Pangan Segar Asal 
Hewan (PSAH) à
nomor registrasi 

(PHD/PHI)

Pangan Segar Asal 
Tumbuhan (PSAT) à
Nomor pendaftaran (  

PD/PL/PDUK)

Kurma 
Kopra 
Biji Lada  
Beras
Buah Utuh Segar 
Sayuran Segar 
Sayuran Kering 
Biji Kopi Segar 
(tanpa sangrai), 
dll*

Susu Segar (dari
Sapi,
Kambing, Kuda, dll) 
Karkas Daging 
Beku
Telur
Telur Asin Mentah 
Sarang Burung 
Walet
Madu Murni, dll*

Ikan Segar 
Udang Segar 
Filet Ikan Beku 
Tuna giling beku
(tuna ground meat 
beku)
Surimi Beku
Cumi-Cumi Kering
Caviar, dll*

Jenis pangan PIRT 
mengacu pada lampiran 
Peraturan Badan POM 
No 22 Tahun 2018 
Tentang Pedoman 
Pemberian Sertifikat 
Produksi PIRT

Misal : Minuman Serbuk, 
Abon Ikan Kering, 
Minyak Kelapa, Dodol, 
Gula Jawa dll

Seluruh Jenis Pangan
Olahan, misal :
Air Mineral (Air Minum 
Dalam Kemasan), 
Ikan Sarden dalam 
Kaleng, Minuman Sari 
Buah Jeruk, Susu Full 
Krim UHT, Formula 
Bayi, Minuman Ibu 
Hamil, dll

CONTOH



PERBEDAAN IZIN EDAR BADAN POM 
(MD/ML) DENGAN SERTIFIKAT PRODUKSI
PANGAN OLAHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-
IRT)

Badan Pengawas Obat dan Makanan
(BPOM)
BPOM RI MD XXXXXXXXXXXX 
BPOM RI ML XXXXXXXXXXXX

Dinas Kesehatan Kapupaten/Kota 
(Dinkes)
P-IRT No. XXXXXXXXXXXXXXX



PERBEDAA
N

VS

SPP IRT MD/ML BPOM
Kriteria Pangan yang didaftarkan 
di DinKes (SPP- IRT)

❑ Tempat usaha di tempat tinggal
❑ Pangan olahan yang diproduksi 

secara manual hingga semi 
otomatis

❑ Jenis pangan PIRT mengacu pada 
lampiran Peraturan Badan POM 
No 22 Tahun 2018 Tentang 
Pedoman Pemberian Sertifikat 
Produksi PIRT

Kriteria Pangan yang didaftarkan
di BPOM (MD/ML)

❑ Lokasi produksi tersendiri (terpisah 
dengan rumah tangga)

❑ Pangan
secara

olahan
manual,

yang
semi

dengan

diproduksi
otomatis,
teknologi

UHT, pasteurisasi,
otomatis atau 
tertentu seperti 
retort

❑ Jenis pangan: Seluruh jenis pangan
olahan

❑ Peraturan teknis : Peraturan Badan
POM No 27 tahun 2017 tentang
Pendaftaran Pangan Olahan



PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI 
PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

1. Hasil Olahan Daging Kering
2. Hasil Olahan Ikan Kering
3. Hasil Olahan Unggas Kering
4. Hasil Olahan Sayur
5. Hasil Olahan Kelapa
6. Tepung dan Hasil Olahnya
7. Minyak dan Lemak
8. Selai, Jeli, dan sejenisnya
9. Gula, Kembang Gula, dan Madu
10. Kopi dan Teh Kering
11. Bumbu
12. Rempah-Rempah
13. Minuman Serbuk
14. Hasil Olahan Buah
15. Hasil Olahan Biji-Bijian, Kacang-

Kacangan, dan Umbi

Jika tidak ada 
dalam list tersebut, 
maka didaftarkan

di BPOM 
(MD/ML)
Jenis Pangan MD/ML
à semua pangan olahan



Kode Jenis 
Pangan

Contoh Jenis 
Pangan

Kode Jenis 
Pangan

Contoh Jenis 
Pangan

Kode Jenis 
Pangan

Contoh Jenis 
Pangan

1 Hasil 
Olahan 
Daging  
Kering

abon sapi,  
dendeng

6 Tepung &  
Hasil 
Olahannya

snack 
makanan  
ringan

11 Bumbu bumbu kering,  
bumbu pecel

2 Hasil 
Olahan 
Ikan Kering

keripik ikan,  
ikan asin  
kering

7 Minyak &  
Lemak

minyak zaitun,  
minyak salad

12 Rempah-
rempah

bubuk 
ketumbar

3 Hasil 
Olahan 
Unggas  
Kering

abon ayam 8 Selai, Jeli &  
Sejenisnya

selai buah, jeli  
agar

13 Minuman  
Serbuk

serbuk jahe

4 Hasil 
Olahan  
Sayur

keripik
bayam,
keripik
jamur

9 Gula, 
Kembang 
Gula, Madu

Sirup fruktosa,
sirup jagung

14 Hasil Olahan
Buah

manisan buah,
kismis

5 Hasil 
Olahan  
Kelapa

serundeng 10 Kopi & Teh  
Kering

kopi bubuk,  
serbuk teh

15 Hasil Olahan  
Biji-bijian, 
Kacang-
kacangan dan

kwaci, sukro

15 KODE JENIS PANGAN DAN CONTOH PRODUK PIRT dalam Peraturan
BPOM No 22 Tahun 2018



5 SI	HALAL	(SD	&	REGULER)













KESIMPULAN

1. Apabila UMKM kamu sudah memiliki izin usaha yang sah di mata negara, 
berikut beberapa manfaat yang akan didapatkan:

• Mendapatkan Perlindungan Hukum
• Mendapatkan Pendampingan Memperbesar Usaha
• Kemudahan Pembiayaan Kepada Lembaga Keuangan
• Sadar Akan Pajak
• Mudah Mendapat Karyawan Terampil

2. Perijinan UMKM antara lain  NIB, SP-PIRT, Halal 
3. Untuk mengurus perijinan bisa melalui Dinas terkait atau

Pendamping UMKM di wilayah masing-masing



THANK YOU
CONTACT US AT

meimardidi@gmail.com
+62 818 0788 2440

FB : meinainggolanmardidie


